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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

 Bila mengkaji tentang kemajuan teknologi informasi, maka tidak dapat 

dipisahkan dari perkembangan teknologi khususnya internet. Internet sebagai 

penemuan yang begitu mengagumkan merupakan awal dari pencapaian apa yang 

telah manusia rasakan saat ini.
1
 Sebab, internet telah merubah budaya manusia 

dari budaya industri menjadi budaya yang berlandaskan informasi. Budaya di 

mana informasi menjadi kebutuhan penting, dapat diakses tak terbatas dan tanpa 

batas (Borderless). Budaya di mana setiap orang berhak mendapatkan 

pengetahuan seluas-luasnya. Hal tersebut sangat dimungkinkan sebab cara bergaul 

masyarakat dunia tidak mengenal lagi batasan-batasan negara, suku, bangsa dan 

kelompok. Kejadian yang terjadi pada suatu negara bisa diketahui dari negara 

lainnya yang berjarak ratusan ribu kilometer hanya beberapa menit setelah 

kejadian.
2
 

Selain merubah budaya masyarakat, dengan hadirnya media sosial 

membuat mereka lebih aktif mengakses informasi melalui media online 

dibandingkan dengan informasi di media cetak. Masyarakat sekarang menjadi 

mudah memperoleh berita dan informasi. Cukup mengetik laman yang ingin 

dituju otomatis akan menyajikan banyak pilihan berita lokal, nasional, maupun 

                                                           
1
  Budi Agus Riswandi, Hukum dan Internet di Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2003), 

hlm. 1.  
2
 Khairul Anam, “Hacking Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Skripsi 

(Yogyakarta: Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2009), 

hlm. 1. 
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internasional. Redaksi berita online juga didesain semenarik mungkin agar 

pengguna situs nyaman dan tertarik dengan informasi berita yang disajikan.
3
 

Salah satu fenomena yang marak terjadi saat ini adalah banyaknya berita 

hoax (palsu) yang beredar di medsos (media sosial). Muhammad Alwi Dahlan, 

ahli komunikasi dari Universitas Indonesia (UI), berpendapat bahwa hoax 

merupakan manipulasi berita yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk 

memberikan pengakuan dan pemahaman yang salah. Hal itu sebenarnya sudah 

terjadi sejak lama, namun kecanggihan teknologi membuat penyebaran kabar 

tersebut menjadi lebih luas dan menjadi prestasi tersendiri bagi sang pembuat 

hoax jika berhasil menyebarluaskannya.
 4

 

Lynda Walsh dalam bukunya Sins Against Science, The Scientific Media 

Hoaxes of Poe, Twain, and Others menuliskan bahwa istilah hoax (kabar bohong), 

sudah ada sejak tahun 1808 era revolusi industri di Inggris. Chen Et Al, 

menyatakan hoax adalah informasi sesat dan berbahaya karena menyesatkan 

persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu sebagai kebenaran.
5
 

Sedangkan dalam al-Qur’an kata yang paling mendekati arti hoax adalah ifk.
6
 

Hoax menjadi salah satu isu aktual dan populer yang harus mendapatkan 

perhatian secara serius. Munculnya beragam media sosial ikut menyumbang 

tersebarnya hoax dengan sangat cepat ke seluruh kalangan masyarakat pengguna, 

                                                           
3
 Susilawati, “Tanggapan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin Terhadap 

Berita Palsu (Hoax) Pada Portal Berita”. Skripsi (Makassar: Departemen Ilmu Komunikasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2017), hlm. 1-2. 
4
 Lailatul Utiya Choirroh, “Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam”. Jurnal 

Hukum Pidana Islam, Vol. 3, No. 2 (Th. 2017), hlm. 326.  
5
 Christiany Juditha, “Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya”. 

Jurnal Pekommas, Vol. 3, No. 1 (Th. 2018), hlm. 33.  
6
 Lihat QS. an-Nur [24]: 11-12. Telah disebutkan dalam al-Qur’an Tajwid Warna, 

Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris Mushaf al-Jamil, (Cipta Bagus Segara), hlm. 351 bahwa 

terjemah dari kata ifk dalam dua ayat tersebut adalah berita bohong. 



3 

 

 

bahkan berita apapun dapat dengan mudah dan cepat menyebar setelah melewati 

tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu mereka yang tidak 

mengklarifikasi terlebih dahulu berita-berita yang diterimanya. Contoh kecil yang 

terjadi seperti, broadcast melalui media sosial Whatsapp, dalam hitungan detik 

sudah menyebar hampir ke seluruh penjuru negeri. Seringkali broadcast tersebut 

hanyalah informasi-informasi sepele, dan tidak sedikit yang terkait dengan hal-hal 

positif. Tak sedikit berita hoax digunakan untuk membentuk opini publik yang 

mengarah pada terjadinya kehebohan, ketidakpastian informasi dan ketakutan.
7
 

Penyebaran hoax pun dilakukan dengan berbagai alasan, seperti humor, 

pemasaran, seni, hiburan, pendidikan, dan lain-lain. Peredaran berita hoax mudah 

terjadi, terutama di masyarakat yang tingkat literasinya masih sangat rendah. 

Biasanya mereka mudah menerima informasi begitu saja tanpa melakukan 

pengecekan. Mereka bahkan menyebarkannya tanpa mempertimbangkan tingkat 

ketepatan informasi yang diterimanya. Masyarakat akhirnya terjerumus dalam 

kesimpangsiuran berita, provokasi dan rasa saling curiga.
8
 

Salah satu dampak terbesar yang ditimbulkan dari tersebarnya berita hoax 

adalah terjadinya perpecahan di kalangan masyarakat.
9
 Selain itu, adanya berita 

hoax juga berdampak pada rusaknya moral, terganggunya ketentraman dan 

                                                           
7
 Salwa Sofia Wirdiyana, “Hoax dalam Pandangan al-Qur’an”. Skripsi (Yogyakarta: 

Jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 

2017), hlm. 2-4. 
8
 Luthfi Maulana, “Kitab Suci dan Hoax: Pandangan al-Qur’an dalam Menyikapi Berita 

Bohong”. Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Vol. 2, No. 2 (Th. 2017), hlm. 210. 
9
 Ibid., hlm. 213. 
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kepercayaan masyarakat, bahkan dapat menimbulkan perdebatan antar anggota 

masyarakat.
10

 

Dalam Hukum Positif Indonesia, menyebarluskankan berita hoax melalui 

media sosial termasuk melanggar Pasal 28 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang 

berbunyi:
11

 

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong 

dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam 

Transaksi Elektronik. 

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang 

ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu 

dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, 

dan antar golongan (SARA). 

 

Di mana sanksi hukumnya terdapat dalam Pasal 45A ayat (1) dan /atau 

ayat (2) yang berbunyi:
12

   

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong 

dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam 

Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang 

ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu 

dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, 

dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 

(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

 

Selain diatur dalam Undang-Undang ITE, ketentuan tentang penyebaran 

berita bohong (hoax) yang dapat menerbitkan keonaran juga diatur dalam 

                                                           
10

 Salwa Sofia Wirdiyana, “Hoax dalam Pandangan al-Qur’an…”, hlm. 2-4. 
11

 Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. 
12

 Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana Pasal 14 ayat (1) 

dan (2), dan Pasal 15. Lebih khusus pelaku penyebar berita bohong (hoax) dapat 

dijerat dengan pasal lain yang terkait yakni Pasal 311 dan 378 KUHP, Undang-

Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
13

 

Ajaran Islam juga melarang menyebarkan berita tentang keburukan 

seseorang atau golongan tertentu (ghi>bah), apalagi menyebarkan berita yang tidak 

terbukti kebenarannya (fitnah). Islam muncul sebagai agama yang menyeru umat 

manusia untuk berbuat kebaikan, kebenaran, dan senantiasa meninggalkan 

kemungkaran. Oleh sebab itu Islam sebagai agama monotoisme juga merupakan 

agama yuridis, Islam senantiasa mengkonstruksikan kerangka nilai norma tertentu 

pada umatnya, supaya selalu berperilaku berlandaskan pada tatanan hukum yang 

disepakati. Tata aturan hukum Islam tersebut adalah ketentuan-ketentuan hukum 

yang didapati dari al-Qur’an dan hadis.
14

 

Dengan demikian, tujuan hukum Islam dapat ditegakkan untuk melindungi 

lima hal yang disebut dengan mashlahah dharu>riyyah, yaitu di>n (agama), nafs 

(jiwa), nasl (keturunan),’aql (akal), dan ma>l (harta).
15

 Dalam hal ini, Allah SWT 

berfirman: 

تَبـَيـنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَـوْمًا بِجَهَالَةٍ فَـتُصْبِحُوا  مَا فَـعَلْتُمْ ناَدِمِينَ  عَلَىٰ ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنَِبَإٍ فَـ  
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa 

suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak mencelakakan 

                                                           
13

 Marissa Elvia, “Peran Kepolisian dalam Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax)”. 

Skripsi (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018), hlm. 1-8. 
14

 Lailatul Utiya Choiroh, “Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana...”, hlm. 328. 
15

 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Logung Pustaka, 

2004), hlm. 5.  
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suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu 

menyesali perbuatanmu itu.
16

 (QS. Al-Hujurat: 6) 

Dalam hal ini, Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman 

berjalan mengikuti desas-desus. Allah SWT menyuruh kaum mukminin 

memastikan kebenaran berita yang sampai pada mereka. Tidak semua berita yang 

dicuplikkan itu benar, dan juga tidak semua berita yang terucapkan itu sesuai 

dengan fakta.
17

 

Dalam hukum pidana Islam, perbuatan menyebarluaskan berita bohong di 

media sosial dianalogikan dengan jari>mah ta’zi>r, yakni jari>mah yang hukumannya 

tidak ditentukan oleh syara’ namun ditentukan oleh penguasa (ulil amri). Hal ini 

dikarenakan pada masa Rasulullah belum terdapat media sosial sehingga tindak 

pidana ini masuk ke dalam tindak pidana modern. Sebenarnya kasus hoax yang 

melanda di Indonesia akhir-akhir ini bukanlah sesuatu yang baru. Jauh 

sebelumnya, pada masa Nabi Muhammad SAW pun sudah beredar serupa berita 

hoax. Hal ini dibuktikan dengan adanya h{adi>ṡ al-ifki di mana h{adi>ṡ ini 

menceritakan tentang kisah istri Nabi Muhammad SAW yang dituduh berzina 

dengan salah satu sahabat Nabi. Kisah tersebut diawali ketika Rasulullah SAW 

bersiap-siap hendak berangkat perang menghadapi Bani Mustaliq. Beliau 

membuat undian untuk istri-istrinya, dan ternyata yang berhak menemani beliau 

dalam perjalanan tersebut adalah ‘Aisyah r.a. Sebelum perjalanan pulang, ‘Aisyah 

r.a kehilangan kalungnya, sehingga ia harus berbalik untuk mencarinya. 

Sementara itu para pengangkat tandu mengira bahwa ‘Aisyah r.a sudah di dalam 

                                                           
16

 Departeman Agama RI. Mushaf al-Kamil al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV 

Darus Sunnah, 2016), hlm. 517. 
17

  Lailatul Utiya Choiroh, “Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana…”, hlm. 329. 
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tandunya. Maka berangkatlah mereka tanpa ‘Aisyah r.a. Setelah ‘Aisyah r.a 

mengetahui tandunya sudah berangkat, dia duduk di tempatnya dan 

mengharapkan tandu itu akan kembali menjemputnya. Kebetulan, lewat di tempat 

itu seorang sahabat Nabi, Safwan bin Mu’til al-Silmy. Ia menemukan seseorang 

sedang tidur sendirian. Safwan pun terkejut seraya berucap, “Inna> lilla>hi wa inna> 

ilaihi ra>ji’u>n, istri Rasul!” ‘Aisyah terbangun. Lalu dia dipersilahkan oleh Safwan 

mengendarai untanya. Orang-orang yang melihat mereka membicarakannya 

menurut pendapat masing-masing. Salah satu orang yang menyebarkan berita 

bahwa ‘Aisyah berzina adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay 

memfitnah bahwa ‘Aisyah berselingkuh dengan Safwan. Berita ini menyebar 

dengan sangat cepat di Madinah hingga menimbulkan kegoncangan di kalangan 

kaum muslimin dan kemudian dikenal menjadi berita hoax.
18

 Rasulullah sendiri 

tidak tahu benar tidaknya berita itu, sehingga Allah SWT menurunkan wahyu-Nya 

dalam dalam QS. An-Nur (24) ayat 11, yang berbunyi : 

رٌ لَكُ  فْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ  لاَ تَحْسَبُوهُ شَرا لَكُمْ  بَلْ هُوَ خَيـْ هُمْ مَا إِن الذِينَ جَاءُوا باِلإِْ مْ  لِكُل امْرِئٍ مِنـْ
ثْمِ  وَالذِي تَـوَلىٰ  رَ   اكْتَسَبَ مِنَ الإِْ هُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمكِبـْ   هُ مِنـْ

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari 

golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira itu buruk bagi kamu 

bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan 

dari dosa yang diperbuatnya. Dan barangsiapa di antara mereka yang 

mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat 

azab yang besar (pula).
19

 

Dari uraian di atas, tampak jelas perbedaan kriteria hoax perspektif Hukum 

Positif Indonesia dan Hukum Islam. Dalam Hukum Positif Indonesia, hoax adalah 

setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan 

                                                           
18

 Salwa Sofia Wirdiyana, “Hoax dalam Pandangan al-Qur’an…”, hlm. 2-4. 
19

 Departemen Agama RI, Mushaf al-Kamil…, hlm. 352.  
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menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik 

serta ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu 

dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar 

golongan (SARA). Sedangkan hoax perspektif hukum pidana Islam dianalogikan 

dengan jari>mah ta’zi>r, di mana tidak ada dalil baik al-Qur’an maupun h{adi>ṡ yang 

menjelaskan terkait jari>mah ini, karena masuk kejahatan modern. 

Melihat perbedaan kriteria hoax perspektif Hukum Positif Indonesia dan 

Hukum Islam, dapat diprediksikan bahwa ketentuan hukum yang diterapkan pun 

juga berbeda. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi 

dengan judul “Penyebarluasan Berita Hoax Melalui Media Sosial (Studi 

Komparatif Pandangan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam)”. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, 

maka penulis memberikan penegasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul, 

sebagai berikut: 

1. Penyebarluasan Berita Hoax 

Menyebarluaskan memiliki arti menyiarkan (menyebarkan) ke mana-

mana, menjadikan merata tentang suatu berita dan sebagainya, sedangkan 

penyebarluasan sendiri adalah cara, proses atau perbuatan menyebarluaskan 

sesuatu ke mana-mana.
20

 

Dilihat dari segi bahasa berita bohong (hoax) berasal dari dua kata, yakni 

berita dan bohong. Berita adalah laporan peristiwa (fakta) atau pendapat (opini) 

                                                           

 
20

Kemendikbud, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyebarluasan, 2016, diakses 16 Oktober 2018, pukul 

13.20. 
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yang aktual (terkini), menarik dan penting.
21

 Bohong berarti tidak sesuai dengan 

kejadian yang sebenarnya. Dari segi istilah, berita bohong adalah hasil akhir dari 

berita yang direkayasa melalui proses perekayasaan berita.
22

  

Jadi, penyebarluasan berita hoax dapat diartikan sebagai suatu cara atau 

proses menyiarkan atau menyebarkan suatu informasi (berita) yang tidak benar 

(palsu), atau berita yang direkayasa di mana upaya penyebarannya bertujuan agar 

para pembaca percaya terhadap berita palsu tersebut. Hoax merupakan sebuah 

pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mempengaruhi pembaca atau 

pendengar untuk mempercayai sesuatu, padahal sumber berita mengetahui bahwa 

berita yang disampaikan adalah palsu tidak berdasar sama sekali.  

Penyebarluasan berita bohong yang dimaksud penulis adalah menyebarkan 

berita bohong seperti menulis distaus Facebook atau Twitter, mem-post di Blog, 

meng-upload di Youtube, mengirimkan atau meneruskan via chat Whatssapp atau 

lainnya yang sifatnya terbuka agar dapat diketahui orang banyak.  

2. Media Sosial 

Media sosial atau jejaring sosial adalah sebuah media online di mana 

pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi 

meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial 

dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh orang 

di seluruh dunia.
23

 

                                                           
21

 Husnun N Djuraid, Panduan Menulis Berita (Malang : UMM Press, 2009), hlm. 9. 
22

 Pareno Sam Abede, Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita (Surabaya: Papyrus, 

2005). hlm.73. 
23

 Aris Kuriniawan, “21 Ciri, Pengertian Media Sosial Menurut Para Ahli & Dampak 

Positif Negatifnya”, dalam http://www.gurupendidikan.com/21-ciri-pengertian-media-sosial-

menurut-para-ahli-dampak-positif-negatifnya/, diakses 16 Oktober 2018, pukul 22:59. 
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Dari berbagai sosial media yang aktif sekarang, penulis menekankan pada 

sosial media yang mempunyai pengguna aktif cukup besar dan biasa digunakan 

untuk membagikan banyak berita. Beberapa sosial media tersebut antara lain: 

Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Whatsapp, dan sejenisnya. 

3. Studi Komparatif 

Studi komparasi, terdiri dari dua kata “studi” dan “komparasi”. Studi 

adalah kajian, telaah, penyelidikan, penelitian ilmiah.
24

 Komparasi artinya 

perbandingan. Sedangkan komparatif adalah berkenaan atau berdasarkan 

perbandingan, pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan 

sebagainya).
25

 Jadi studi komparatif adalah menelaah atau mengkaji suatu 

peristiwa atau kejadian dengan cara membandingkannya. Penulis bermaksud 

membandingkan bagaimana ketentuan hukum menyebarluaskan berita hoax 

melalui media sosial menurut pandangan hukum positif Indonesia dan hukum 

Islam. 

4. Pandangan Hukum Positif Indonesia 

Pandangan adalah hasil perbuatan memandang, memperhatikan, melihat.
26

 

Hukum positif (Ius Constitutum) adalah hukum yang berlaku saat ini atau 

kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini dan sedang 

berlaku serta mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh dan atau 

                                                           
24

 Poerwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 

965. 
25

 Ibid., hlm. 516. 

 
26

Kemendikbud, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, 

https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pandangan, 2016, diakses 23 Juni 2019, pukul 10.35. 
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melalui pemerintah atau melalui pengadilan di Negara Indonesia.
27

 Pandangan 

hukum positif Indonesia yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah bagaimana 

hukum positif memandang terkait kasus penyebarluasan berita hoax melalui 

media sosial, dengan mempertimbangkan sanksi hukum yang diberlakukan pada 

pelakunya. Hukum positif di sini lebih menekankan pada peraturan dan Undang-

Undang yang dilanggar oleh pelaku dan Undang-Undang tentang sanksi hukum 

yang diterima. Peraturan dan Undang-Undang tersebut di antaranya adalah; 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(ITE), KUHP, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum 

Pidana. 

Dalam Hukum Positif di Indonesia, menyebarkan berita hoax termasuk 

melanggar Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dan Pasal 45A ayat (1) dan/atau ayat (2) 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(ITE)
28

 sebagaimana bunyinya telah disebutkan dalam Latar Belakang Masalah. 

5. Pandangan Hukum Islam 

Hukum Islam ialah peraturan-peraturan doktrin syar’i yang berkenaan 

dengan perbuatan orang-orang mukallaf dalam menjalani kehidupannya 

menyangkut perintah dan larangan (wajib, haram, dan mubah) yang didasarkan 

pada Qur’an dan h{adi>ṡt.
29

 Pandangan hukum Islam yang dimaksudkan dalam 

skripsi ini adalah bagaimana hukum Islam memandang terkait kasus 

                                                           
27

 I. Gede Pantja Astawa, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia 

(Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 56.  
28

 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

ITE. 

 
29

 Muhammad Hasyim Kamali, Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1991), hlm. 73. 



12 

 

 

penyebarluasan berita hoax yang terjadi pada masa Rasulullah dan bagaimana 

ketentuan hukumnya dalam aturan fiqh jina>yah dan dalam pandangan al-Qur’an. 

Berdasarkan uraian penegasan istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud Penyebarluasan Berita Hoax Melalui Media Sosial Studi 

Komparatif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam dalam judul penelitian ini 

adalah membandingkan bagaimana ketentuan hukum yang berlaku, baik berupa 

aturan-aturan maupun sanksi pidana bagi seseorang yang  menyebarluaskan berita 

bohong (hoax) melalui perantara media sosial dilihat dari sudut pandang hukum 

positif Indonesia dan hukum Islam. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diambil rumusan 

masalah berupa, bagaimana komparasi mengenai ketentuan hukum 

penyebarluasan berita hoax melalui media sosial ditinjau dari perspektif hukum 

positif Indonesia dan hukum Islam? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komparasi (perbandingan) 

mengenai ketentuan hukum penyebarluasan berita hoax melalui media sosial 

ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan 

penulis sekaligus menjadi pengalaman bagi penulis khususnya dan pembaca 

umumnya mengenai komparasi tentang ketentuan hukum penyebarluasan 
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berita hoax melalui media sosial ditinjau dari perspektif hukum positif 

Indonesia dan hukum Islam. 

b. Memperkaya wacana kajian isu kontemporer sekaligus menambah bahan 

pustaka bagi IAIN Purwokerto berupa hasil penelitian tentang komparasi 

antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam mengenai ketentuan 

hukum penyebarluasan berita hoax melalui media sosial. 

E. Kajian Pustaka 

Dalam membahas ketentuan hukum penyebarluasan berita hoax melalui 

media sosial ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam, 

maka penulis menelaah kembali penelitian-penelitian yang relevan terkait dengan 

penelitian yang penulis kaji. Dari sekian banyak literatur yang penulis temukan, 

penulis mengambil beberapa hasil penelitian terdahulu untuk melakukan 

perbandingan, antara lain:  

Achmad Wardi Muslich dalam bukunya Hukum Pidana Islam, membahas 

mengenai macam-macam jari>mah ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, 

yakni terdapat 3 macam jari>mah  yaitu jari>mah hudu>d, jari>mah qis{as{ diyat dan 

jari>mah ta’zi>r.  Menurut hemat penulis, macam-macam jari>mah perlu dijadikan 

sebagai salah satu kajian pustaka atau referensi yang mendukung penelitian ini 

sebagai penunjang pengkajian terhadap hukum Islam. Dalam penelitian kali ini, 

penulis cenderung lebih fokus membahas terkait jari>mah ta’zi>r karena pada zaman 

Rasulullah belum mengenal istilah hoax, sehingga dianalogikan dengan jari>mah 

yang hukumannya ditentukan oleh manusia yakni penguasa (ulil amri).30
 

                                                           

 
30

 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). 
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Beberapa penelitian yang pernah penulis jumpai terkait penyebarluasan 

hoax dalam pandangan hukum positif Indonesia dan hukum Islam seperti; skripsi 

berjudul “Hacking Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” yang ditulis oleh 

Khairul Anam, menjelaskan tentang kejahatan hacking secara umum. Di 

dalamnya dijelaskan bahwa hacking tidak dapat dikategorikan sebagai suatu 

perbuatan terlarang (pidana) meskipun memiliki sisi negatif. Dalam hal ini, tujuan 

hacking sebenarnya adalah untuk perbuatan baik yaitu menguji keamanan suatu 

sistem dan memberi tahu kepada pemilik website ataupun yang membuat sistem 

tersebut.
31

 Perbedaan dengan skripsi penulis adalah, dalam skripsi karya Khairul 

Anam mengulas tentang tindak kejahatan hacking sedangkan dalam skripsi yang 

penulis susun, membahas tentang ketentuan hukum terkait penyebarluasan berita 

hoax di media sosial ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum 

Islam. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang kejahatan di media 

sosial secara umum dengan menggunakan UU ITE sebagai acuannya serta 

memperbandingkan unsur dan sanksi hukum  kejahatan hacking ditinjau dari 

hukum positif dan hukum Islam. 

Skripsi karya Susilawati yang berjudul “Tanggapan Mahasiwa Ilmu 

Komunikasi Universitas Hasanuddin Terhadap Berita Palsu (Hoax) pada Portal 

Berita”, menjelaskan tentang tanggapan mahasiswa komunikasi Universitas 

Hasanuddin terkait adanya berita palsu (hoax) pada portal berita. Beberapa 

mahasiswa tertarik dengan headline berita, isi berita, dan gambar berita hoax yang 

disajikan terutama terkait isu SARA dan politik yang cukup eksis. Sehingga berita 

                                                           
31

 Khairul Anam,  “Hacking Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Skripsi 

(Yogyakarta: Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2009). 
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palsu yang diterbitkan pada portal berita sangat berdampak di tengah masyarakat 

yang kurang memperhatikan sumber berita yang mereka akses. Persamaan dengan 

skripsi saya adalah sama-sama membahas tentang hoax yang berdampak bagi 

kehidupan masyarakat. Sedangkan perbedaanya, skripsi tersebut tidak 

menyinggung terkait ketentuan hukum penyebarluasan berita hoax ditinjau dari 

sudut pandang hukum Islam dan hukum positif. 

Dalam Skripsi berjudul “Peran Kepolisian dalam Tindak Pidana Penyebar 

Berita Bohong (Hoax)” yang ditulis oleh Marissa Elvia” membahas tentang peran 

kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyebar hoax menggunakan 

peran normatif yang sesuai dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 

2 Tahun 2002, dan peran faktual merupakan yang paling dominan terdapat dalam 

Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE.
32

 Persamaan dengan skripsi 

yang penulis susun adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana penyebar 

berita hoax dan menggunakan Pasal 28 dan Pasal 45A UU ITE sebagai acuannya. 

Sedangkan perbedaanya adalah dalam skripsi ini, penulis lebih fokus terhadap 

perbandingan ketentuan hukum penyebarluasan berita hoax melalui media sosial 

baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam.  

Dalam Skripsi berjudul “Hoax dalam Perspektif Undang-Undang No. 19 

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam” ditulis 

oleh Husnul Hotimah
33

 dijelaskan tentang hoax menurut Undang-Undang adalah 

                                                           

 
32

 Marissa Elvia “Peran Kepolisian dalam Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong 

(Hoax)”. Skripsi (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018). 
33

 Husnul Hotimah, “Hoax dalam Perspektif Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam”. Skripsi (Jakarta: Program Studi 

Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 

2018) 



16 

 

 

sesuatu yang merugikan orang lain di dunia maya maupun dunia nyata. 

Sedangkan hoax dalam hukum Islam termasuk salah satu bentuk hadi>s|ul ifki yang 

dapat dikenakam hukuman azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Persamaan 

dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas hoax dari perspektif UU ITE 

dan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi karya Husnul 

Hotimah tidak menyinggung terkait hoax dari sudut pandang hukum pidana Islam 

yang dihukumi ta’zi>r.  

Skripsi berjudul “Hoax di Media Sosial Facebook dan Twiter Perspektif 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik dan Hukum Islam” yang ditulis oleh Muhammad Taufiqurrohman
34

 

membahas tentang pelaku penyebar berita hoax di Indonesia telah melanggar 

Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE 

sehingga dijerat sanksi Pasal 45 ayat (1) dan (2). Sedangkan dalam hukum Islam, 

hoax di media sosial dianalogikan dengan hukum memfitnah di mana sanksi bagi 

pelaku penyebar berita bohong adalah ta’zi>r, sehingga hukuman sepenuhnya 

diserahkan kepada ulil amri baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh 

syara’. Persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai 

penyebaran berita hoax ditinjau dari Perspektif UU ITE dan hukum Islam. 

Sedangkan perbedaannya adalah, dalam skripsi penulis menggunakan UU ITE 

terbaru yakni UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 

2008 tentang ITE. Skripsi penulis juga memfokuskan pada perbandingan 

                                                           
34

 Muhammad Taufiqurrohman, “Hoax di Media Sosial Facebook dan Twiter Perspektif 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum 

Islam”. Skripsi (Tulungagung: Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum 

IAIN Tulungagung, 2018) 
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ketentuan hukum meliputi unsur-unsur pidana dan sanksi hukumnya ditinjau dari 

sudut pandang hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Di samping itu, 

hukuman bagi pelaku penyebar hoax yang penulis susun dalam skripsi ini adalah 

dari perspektif hukum Islam yang disesuaikan dengan umat Islam yang tinggal di 

Indonesia saat ini (ius constitutum), yakni hukuman ditentukan oleh penguasa 

yang disamakan dengan pemerintah. Karena pemerintah ikut berperan dalam 

pembuatan undang-undang maka umat Islam juga berkewajiban untuk mengikuti 

aturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut.  

Dari beberapa karya dan kajian yang ada setelah penulis telusuri, sejauh 

penulis ketahui, kajian secara spesifik terhadap pembahasan mengenai komparasi 

tentang ketentuan hukum penyebarluasan berita hoax melalui media sosial 

ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam belum ada yang 

mengkajinya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan 

tersebut dalam sebuah karya ilmiah berjudul “Penyebarluasan Berita Hoax 

Melalui Media Sosial (Studi Komparatif Hukum Positif Indonesia dan Hukum 

Islam)”. 

F. Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 
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Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research)
35

, yaitu 

suatu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, 

baik di perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Literatur yang dipergunakan 

tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan 

dokumentasi, majalah-majalah, koran-koran dan lainnya yang berupa bahan 

tertulis.
36

 Fokus penelitian ini adalah menulusuri literatur yang berkaitan dengan 

kajian atau pokok pembahasan hukum positif dan hukum Islam, khususnya yang 

berkaitan dengan persoalan hukum terkait penyebarluasan berita hoax melalui 

media sosial.  

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis 

normatif (normative legal research). Pendekatatan yuridis normatif
37

 yaitu 

pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan 

normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain yang 

mendekati masalah, yakni tentang penyebarluasan berita hoax di media sosial dari 

segi hukum positif maupun hukum Islam dengan memusatkan kajian pada 

interpretasi teks al-Qur’an, h}adi>s|, kitab fiqh, maupun buku-buku yang berkaitan 

dengan Hukum Pidana Islam dan ketentuan-ketentuan dalam KUHP, Undang-

Undang ITE, serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum 

Pidana.  

                                                           
35

 Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 20. 
36

 Hadari Nawawi, Metodologi Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 1998), hlm. 30.   
37

 Banu Rachman Satria, “Cracking dalam Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam”. Skripsi (Yogyakarta: 

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 21. 
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3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama.
38

 Data primer yang dijadikan sumber yaitu Undang-Undang No. 19 

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), KUHP, Undang-

Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Tafsi>r al-Mis}ba>h} 

karya M. Quraish Shihab. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain, yang 

bertujuan untuk menunjang dan memberi masukan yang mendukung untuk lebih 

menguatkan data penulis.
39

 Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah berupa buku-buku, jurnal penelitian, artikel, undang-undang yang 

berkaitan dengan penyebarluasan berita hoax di media sosial dalam pandangan 

hukum positif dan hukum Islam.  Sumber sekunder yang secara tidak langsung 

berkaitan dan mendukung objek penelitian ini, antara lain: Barda Nawawi Arif 

dalam bukunya Perbandingan Hukum Pidana, Lailatul Utiya Choiroh dalam 

jurnal hukum pidana Islam Vol. 3 No. 2 yang berjudul Pemberitaan Hoax 

Perspektif Hukum Pidana Islam, Christiany Juditha dalam Jurnal Pekomnas Vol. 

3 No. 1 yang berjudul Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta 

Antisipasinya, dan sumber-sumber lainnya. 

                                                           
38

 Suharsismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), hlm. 11). 
39

 Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar (Bandung: Tarsito, 1998), 

hlm. 134. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dalam pengumpulan data, yang 

mana dokumentasi adalah suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat 

atau mencatat laporan yang sudah tersedia bersumber dari data-data dalam bentuk 

dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian.
40

 Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan dokumen tertulis berupa ayat-ayat al-Qur’an 

terkait hoax, UU ITE, UU No. 1 Tahun 1946, buku-buku, kitab-kitab, dan karya 

ilmiah maupun literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.. 

5. Metode Analisis Data 

Adapun metode analisis yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah: 

a. Content Analysis 

Content analysis (analisis isi) yaitu teknik yang digunakan untuk menarik 

kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan 

secara obyektif dan sistematis. Dengan metode ini akan diperoleh suatu hasil atau 

pemahaman terhadap isi pesan pengarang/penulis kitab/buku secara objektif, 

sistematis, dan relevan secara sosiologis.
 
Setelah semua data-data terkumpul, 

maka selanjutnya data-data tersebut disusun dengan menggunakan metode 

induktif. Metode induktif adalah pembahasan yang dimulai dengan 

mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus, kemudian dianalisis 

                                                           
40

Sumardi Surya Brata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali Pres, 1992), hlm 26.  
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dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.
41

 Dalam penelitian kali ini, penulis 

mengilustrasikan atau mendeskripsikan substansi pandangan hukum positif 

Indonesia dan hukum Islam terkait kasus penyebarluasan berita hoax di media 

sosial, kemudian menganalisis dan mengambil kesimpulan dari kedua pandangan 

tersebut.   

b. Komparatif  

Komparatif atau komparasi adalah metode analisis yang dilakukan dengan 

cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau 

fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang 

lain.
42

 Dalam membandingkan faktor-faktor tersebut, diperlukan beberapa 

langkah di antaranya: Pertama, mempelajari konsep-konsep yang 

diperbandingkan dan menerangkannya menurut sumber-sumber aslinya.
43

 Kedua, 

memahami konsep-konsep yang diperbandingkan, yang berarti, mengintegrasikan 

konsep-konsep tersebut ke dalam tata hukum mereka sendiri, dengan memahami 

pengaruh-pengaruh yang dilakukan terhadap konsep-konsep itu dengan 

menentukan unsur-unsur dari sistem dan faktor di luar hukum, serta mempelajari 

sumber-sumber sosial dari hukum positif.  Ketiga, melakukan penjajaran 

(menempatkan secara berdampingan) konsep-konsep tersebut untuk 

diperbandingkan.
44

 Dalam penelitian ini penulis akan membandingkan pandangan 

hukum positif Indonesia dan hukum Islam terkait kasus penyebarluasan berita 

hoax di media sosial. 

                                                           
41

  Sujono dan Abdurrahman, Metodologi Penelitian…, hlm. 13. 

 
42

  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 261. 
43

 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2011), hlm. 10. 
44

  Ibid., hlm. 11.   
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Data-data yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sekunder 

dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang objek 

penelitiannya tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak berupa narasi, dokumen 

tertulis dan tidak tertulis (gambar atau foto) atau bentuk-bentuk non angka 

lainnya.
45

 

G. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika penulisan  skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab I berisi Pendahuluan yang memuat; Latar Belakang Masalah, 

Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah 

Pustaka, Metode Penelitian serta Sistematika Pembahasan.  

Bab II berisi Tinjauan Umum tentang Hoax dan Media Sosial. Bab ini 

dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama berisi Tinjauan Umum tentang Hoax 

yang meliputi; Definisi Hoax, Ciri-Ciri Hoax, Jenis-Jenis Hoax, Dampak 

Beredarnya Berita Hoax. Kedua berisi Tinjauan Umum tentang Media Sosial yang 

meliputi; Definisi Media Sosial, Fungsi Media Sosial, Jenis Media Sosial. 

Bab III tentang Penyebarluasan Berita Hoax di Media Sosial Perspektif 

Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. Bab ini dibagi menjadi dua bagian. 

Pertama berisi bab mengenai Penyebarluasan Berita Hoax di Media Sosial 

Perspektif Hukum Positif Indonesia. Bagian kedua membahas mengenai 

Penyebarluasan Berita Hoax di Media Sosial Perspektif Hukum Islam. 

Bab IV berisi Analisis Komparatif tentang Penyebarluaskan Berita Hoax 

Melalui Media Sosial dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum 

                                                           
45

  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan…, hlm. 236. 
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Islam. Bab ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama berisi bab mengenai Analisis 

Persamaan Ketentuan Hukum Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum 

Islam. Bagian kedua mengenai Analisis Perbedaan Ketentuan Hukum Perspektif 

Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. 

Bab V penutup, bagian ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari 

rumusan masalah dan saran maupun rekomendasi hasil penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Penyebarluasan berita bohong (hoax) di media sosial merupakan bentuk 

kejahatan modern yang dalam hukum Islam dianalogikan atau dikategorikan 

sebagai jari>mah ta’zi>r. Hal ini karena tindak pidana menyebarluasan berita hoax 

merupakan kejahatan modern di mana belum ada dalil baik Qur’an, h}adi>s maupun 

kitab fiqh yang menjelaskan secara eksplisit tentang hal ini. 

Dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam penyebarluasan berita 

hoax merupakan suatu kejahatan karena telah memenuhi unsur-unsur pidana 

(jari>mah). Selain itu, sama-sama memberikan hukuman pidana bagi pelaku 

penyebar berita hoax. Jika dalam hukum positif Indonesia, pelaku penyebar hoax 

dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) jo Pasal 45A ayat (1) atau ayat 

(2)UU ITE karena merugikan orang lain, sedangkan dalam hukum pidana Islam 

dikualifikasikan dalam jari>mah ta’zi>r. Hukuman ta’zi>r dalam hukum pidana Islam 

ditentukan oleh penguasa (ulil amri) sama halnya dalam hukum positif oleh 

hakim. Jika dikaitkan dengan konteks sekarang (ius constitutum), yang dimaksud 

dengan penguasa (u>lil amri) di sini ialah pemerintah. Jadi umat Islam 

diperbolehkan menggunakan ketentuan atau undang-undang yang dibuat oleh 

pemerintah saat ini seperti diterapkannya UU ITE, KUHP, dan undang-undang 

lainnya. 
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B. Saran 

1. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat memilah dan memilih mana 

informasi yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya 

dan mana informasi yang bersifat bohong (hoax) yang bertujuan untuk 

menyesatkan dan memberikan keresahan di kalangan masyarakat.  

2. Pemerintah diharapkan lebih cepat lagi merespon hoax yang beredar 

dimasyarakat sehingga dapat meminimalisasi kegaduhan atau keresahan yang 

terjadi serta mengawasi setiap konten yang ada pada media elektronik, 

apabila terdapat konten yang menyimpang segera dilakukan tindakan 

peringatan. 

3. Adanya kerjasama pemerintah dengan KOMINFO untuk selalu memilah dan 

memilih informasi yang sekiranya dapat diketahui sumber dan kebenarannya, 

serta dapat dipertanggungjawabkan.  
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